
 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 49 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

 
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH 

BERUPA BUNGA DAN DENDA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDOARJO, 

 
Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak melakukan 

pelunasan utang pajak serta untuk mengoptimalkan 
penerimaan pajak daerah, perlu adanya intensifikasi 

pemungutan pajak daerah antara lain melalui kebijakan 
penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa 
bunga dan denda pajak yang terutang; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi 

pelayanan pajak 
daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Berupa 
Bungadan Denda; 

Mengingat :   1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara   

Republik   Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 
Sen B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 14); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 16); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 184); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21); 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 22); 
             MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN     BUPATI     TENTANG     PENGHAPUSAN     

SANKSI ADMINISTRATE BERUPA BUNGA DAN DENDA. 
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Pasal 1 
 

(1) Penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda 
diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas 

pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2015, meliputi : 
a. pajak hotel; 
b. pajak restoran; 

c. pajak hiburan; 
d. pajak reklame; 

e. pajak penerangan jalan; 
f. pajak parkir; 

g. pajak air tanah; 
h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; 

(2) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 

merupakan pajak penerangan jalan yang sumber dayanya atas tenaga listrik 
yang dihasilkan sendiri. 

 
Pasal 2 

 
Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 

sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016. 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

Ditetapkan di Sidoarjo 
pada tanggal  20 September 2016 

 
     BUPATI SIDOARJO, 
              

              ttd 
 

       SAIFUL ILAH  
Diundangkan di Sidoarjo  

pada tanggal   20 September 2016 
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO, 
 

             ttd 
 

VINO RUDY MUNTIAWAN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 49 NOREG  

 
 

PERBUP : 49 TAHUN 2016 


